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[bookmark: _Toc175600522]KAJIAN PUSTAKA
A. [bookmark: _Toc175600523][bookmark: _Hlk171117632]KPR
[bookmark: _Hlk171117702]Kredit pemilikan rumah (KPR) adalah sebuah konsep perumahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam, baik dalam pembiayaan, desain, maupun tata kelola.[footnoteRef:1] Dalam KPR, seluruh aspek perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hal ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan. [1:  “Perumahan Syariah: Konsep, Keunggulan, Dan Cara Mendapatkannya,” accessed July 5, 2024, https://www.gemilangrealty.id/artikel/perumahan-syariah-konsep-keunggulan-dan-cara-mendapatkannya.] 

Pada aspek Fisik dan Estetika dari KPR tidak hanya mementingkan kenyamanan dan keindahan fisik sebuah tempat tinggal, tetapi juga memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi. Aspek fisik meliputi kualitas bahan bangunan, tata letak yang fungsional, serta lingkungan yang mendukung kesehatan penghuni. Estetika, dalam konteks ini, mencakup desain yang harmonis dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak adanya patung atau gambar yang diharamkan. Zainul & Kurniawati, menjelaskan bahwa "Dalam KPR, perhatian terhadap aspek fisik dan estetika tetap penting, namun harus selalu sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan yang sesuai syariah."Adapun nilai-nilai Spiritual KPR juga menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti hunian dirancang untuk memfasilitasi praktik keagamaan seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan aktivitas ibadah lainnya. Misalnya, adanya ruang khusus untuk shalat di dalam rumah, arah kiblat yang jelas, serta lingkungan yang mendukung kegiatan keagamaan. Menurut Zainul & Kurniawati "Nilai-nilai spiritual adalah elemen kunci dalam KPR, dimana rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal fisik tetapi juga sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT."
[bookmark: _Hlk171117737]Sedangkan Etika dalam KPR mencakup semua aspek, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga transaksi jual beli. Setiap tahap harus dilaksanakan dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir adalah manifestasi dari komitmen terhadap keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Sebagaimana dinyatakan oleh Zainul & Kurniawati, "Etika dalam pembangunan dan transaksi KPR memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hak mereka secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Berikut ini prinsip-prinsip KPR, antara lain :
1. Larangan Riba
Riba adalah segala bentuk tambahan yang dikenakan pada pinjaman atau kredit tanpa adanya nilai tambah yang nyata. Dalam konteks KPR, riba diharamkan karena dianggap menzalimi salah satu pihak dalam transaksi keuangan, yaitu dengan memberikan beban bunga yang harus dibayar tanpa ada kontribusi nilai nyata yang diterima oleh pihak yang berhutang. Oleh karena itu, sistem pembiayaan yang menggunakan bunga, seperti dalam pinjaman konvensional, tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Dalam KPR, pembiayaan dilakukan melalui skema yang menghindari riba, seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah (MMQ) sebagai berikut :
a. Murabahah
Murabahah adalah skema di mana bank membeli properti yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Margin keuntungan ini bukan dianggap sebagai bunga, melainkan sebagai harga jual yang transparan dan telah disetujui kedua belah pihak pada awal transaksi.
b. Ijarah
Ijarah adalah bentuk kontrak sewa di mana bank membeli properti dan menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar sewa kepada bank untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli properti tersebut dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya.
c. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
MMQ adalah bentuk kerjasama (partnership) antara bank dan nasabah untuk membeli properti. Bank dan nasabah bersama-sama membeli properti tersebut, dan nasabah secara bertahap membeli kepemilikan bank atas properti tersebut. Sambil membeli kepemilikan bank, nasabah juga membayar sewa atas bagian kepemilikan bank. Seiring berjalannya waktu, porsi kepemilikan nasabah meningkat hingga akhirnya menjadi pemilik penuh properti tersebut.
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang MMQ, yang dimaksud musyaraakah mutanaqisah adalah musyaarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (Syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam MMQ penyertaan (sharing) Badan Usaha Syariah (selanjutnya disebut BUS) dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS) tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan rumah. Produk MMQ memungkinkan adanya penurunan harga (repricing) pada saat pembiayaan berjalan memberikan keuntungan kepada nasabah dan bank sehingga produk tersebut menjadi lebih kompetitif.[footnoteRef:2] [2:  Pribadi, “Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”] 

Dalam setiap skema tersebut, tidak ada elemen riba karena transaksi dilakukan dengan struktur yang jelas dan nilai tambah yang nyata, baik melalui penjualan properti dengan margin keuntungan yang disepakati (murabahah), sewa properti (ijarah), atau kerjasama kepemilikan properti (MMQ).
Sebagaimana dinyatakan oleh Antonio, "Dalam pembiayaan syariah, setiap transaksi harus terbebas dari unsur riba yang dilarang oleh syariah Islam." Dengan demikian, transaksi yang dilakukan dalam KPR mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara finansial atau moral.
2. Transaksi yang Transparan dan Adil
Dalam KPR, semua bentuk transaksi harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Transparansi dalam transaksi berarti setiap detail, termasuk hak dan kewajiban, biaya, dan risiko, harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau disamarkan. Selain itu, keadilan dalam transaksi berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak proporsional. Konsep transparansi dan keadilan akan penulis jelaskan dibawah ini. 
a. Transparansi
Transparansi dalam KPR mencakup beberapa aspek:
1) Pengungkapan Informasi
Setiap informasi mengenai transaksi harus disampaikan dengan lengkap dan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Ini termasuk harga, syarat dan ketentuan, serta risiko yang mungkin terjadi.
2) Kontrak yang Jelas
Setiap transaksi harus didokumentasikan dalam kontrak yang jelas dan rinci. Kontrak harus mencakup semua aspek penting dari transaksi, sehingga tidak ada ruang untuk ketidakpastian atau kesalahpahaman.
3) Proses yang Terbuka
Seluruh proses transaksi, mulai dari negosiasi hingga penyelesaian, harus dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh semua pihak yang terlibat. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersembunyi atau disamarkan.
b. Keadilan
Keadilan dalam transaksi KPR berarti:
1) Pembagian Risiko yang Adil
Risiko dalam transaksi harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang menanggung semua risiko sendiri, sementara pihak lain tidak menanggung risiko apapun.
2) Harga yang Wajar
Harga yang disepakati harus mencerminkan nilai pasar yang adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak proporsional.
3) Kepastian Hukum
Semua transaksi harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum syariah maupun hukum negara, untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban dilindungi secara hukum.
Dalam konteks KPR, prinsip transparansi dan keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian (gharar). Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Dalam KPR, segala bentuk gharar harus dihindari untuk menjaga integritas dan kepercayaan antara pihak yang terlibat.[footnoteRef:3] [3:  Ahmad Ifham, Buku “Ini Lho KPR Syariah” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama:2017), hal.49. ] 

Sebagaimana dinyatakan oleh Karim, "Transaksi yang adil dan transparan adalah kunci dalam mewujudkan KPR yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam." Dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan, KPR dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa transaksi tersebut mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT.
3. Penghindaran Gharar
Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian karena kurangnya kejelasan atau informasi mengenai objek atau syarat transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, gharar dilarang karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitatif terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. 
Penghindaran gharar adalah prinsip fundamental dalam transaksi keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai transaksi yang dilakukan. Ini melibatkan kejelasan dalam berbagai aspek transaksi seperti harga, kualitas barang atau jasa, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran. Ketidakpastian dalam hal ini dapat mengakibatkan perselisihan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.
Menurut Usmani, "Penghindaran gharar dalam transaksi keuangan adalah salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam." Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam semua bentuk transaksi untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi konflik. Dalam konteks KPR, penghindaran gharar berarti memastikan bahwa setiap kontrak dan perjanjian terkait perumahan disusun dengan jelas dan pasti. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari gharar dalam KPR:
a. Kontrak yang Detail
Setiap aspek dari kontrak pembiayaan rumah, termasuk harga, syarat pembayaran, deskripsi properti, dan waktu pengiriman harus ditulis dengan jelas dan rinci. Tidak boleh ada bagian dari kontrak yang ambigu atau tidak pasti.
b. Kepastian dalam Kualitas dan Spesifikasi Properti
Spesifikasi properti yang akan dibeli harus dijelaskan secara rinci, termasuk ukuran, bahan yang digunakan, fasilitas yang tersedia, dan kondisi properti. Ini untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui dengan pasti apa yang mereka beli.
c. Transparansi dalam Proses Pembiayaan   
Proses pembiayaan harus dijelaskan dengan transparan, termasuk jumlah pembiayaan, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan mekanisme jika terjadi pelanggaran kontrak. Semua biaya tambahan harus diungkapkan sejak awal.
d. Kepastian Hukum
Semua transaksi harus didukung oleh kepastian hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Ini termasuk legalitas properti, kepatuhan terhadap peraturan zonasi dan bangunan, serta kepastian hak milik.
e. Penggunaan Akad yang Sesuai Syariah
Menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah, di mana struktur dan syarat-syaratnya telah diatur dengan jelas untuk menghindari gharar. Dengan memastikan setiap detail dalam transaksi perumahan syariah disusun dengan jelas dan pasti, risiko ketidakpastian dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dapat dihindari. Ini tidak hanya menjaga keadilan dalam transaksi tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT.
 Sebagaimana dinyatakan oleh Usmani, "Penghindaran gharar dalam transaksi keuangan adalah salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam." Dengan demikian, memastikan kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi adalah esensial untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam hunian. 
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Beretika
Pembangunan KPR tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Konsep ini menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan beretika, yang berarti setiap proyek perumahan harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menurut Chapra, "Pembangunan berkelanjutan dalam KPR berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan." Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut ini beberapa aspek dari pembangunan berkelanjutan dan beretika sebagai berikut :


a. Aspek Lingkungan 
Dalam aspek lingkungan dibagi menjadi beberapa faktor, antara lain :
1) Konservasi Sumber Daya
Pembangunan KPR harus mengadopsi praktik yang menghemat sumber daya alam, seperti penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi. Misalnya, menggunakan material yang dapat didaur ulang dan desain yang memaksimalkan pencahayaan alami untuk mengurangi konsumsi energi.
2) Pengelolaan Limbah
Proyek perumahan harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini termasuk pengelolaan air limbah dan sampah domestik yang sesuai dengan standar lingkungan yang ketat.
3) Pemeliharaan Ekosistem
Dalam pembangunan KPR, penting untuk menjaga ekosistem lokal. Misalnya, mempertahankan ruang hijau, melindungi habitat alami, dan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak keseimbangan ekologi.
b. Aspek Sosial
Pada aspek sosial dibagi menjadi beberapa faktor, diantara:


1) Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan hunian harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas umum seperti taman, tempat ibadah, dan pusat kesehatan. KPR juga harus memastikan bahwa proyek perumahan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti menciptakan lapangan kerja.
2) Partisipasi Masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan adalah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan kolaborasi dengan komunitas lokal.
3) Keadilan Sosial
Pembangunan KPR harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, termasuk menyediakan akses kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hunian harus dirancang agar inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
c. Pembangunan Berkelanjutan dalam KPR
Pembangunan berkelanjutan dalam KPR berarti bahwa proyek perumahan harus dirancang untuk bertahan lama dan tetap bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Ini termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan metode konstruksi yang mengurangi jejak karbon. Selain itu, hunian harus dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang dinamis.
Menurut Chapra, "Pembangunan berkelanjutan dalam KPR berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan." Dengan demikian, pembangunan hunian harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan ekologi serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
d. Etika dalam Pembangunan
Pada etika Pembangunan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :
1) Transparansi dan Kejujuran
Setiap tahap pembangunan harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Semua pihak yang terlibat harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan tidak menyesatkan.
2) Tanggung Jawab Sosial
Pengembang KPR harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek mereka. Ini termasuk komitmen untuk mengurangi dampak negatif dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal.


3) Kepatuhan terhadap Hukum Syariah dan Regulasi
Semua aspek pembangunan harus mematuhi hukum syariah dan peraturan negara yang berlaku. Ini mencakup persetujuan legal, peraturan zonasi, dan standar keselamatan bangunan.
Dengan memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dan beretika, KPR tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak tetapi juga mendukung kesejahteraan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hunian yang dibangun memberikan manfaat jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan seimbang.

B. [bookmark: _Toc175600524]Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)
Menurut Ascarya Musyarakah Mutanaqisah adalah akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha yang lain untuk jangka waktu tertentu.[footnoteRef:4] Dalam salah satu aplikasinya (seperti yang dilakukan oleh Kuwait Finance House / KFH), akad Musyarakah Mutanaqisah digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti. Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan bentuk kerja sama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya.[footnoteRef:5] [4:  Ascarya, ““BUKU_Akad_dan_Produk_Bank_Syariah.Pdf,” n.d., 192. Thn 2006.]  [5:  Ascarya, “BUKU_Akad_dan_Produk_Bank_Syariah.Pdf,” 193. Thn 2006.] 

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerja sama modal dan keuntungan. Sementara mutanaqisah berarti mengurangi secara bertahap.[footnoteRef:6] [6:  Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang,” Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 1 (2015): 17–37.] 

Musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya. Menurut Hosen Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan salah satu pihak kepada pihak lain.[footnoteRef:7] [7:  Edwin Rahmat, “Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah),” El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 2, no. 02 (2018): 1–26.] 

Dari definisi pemahaman tersebut, konsep akad musyarakah mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas nama nasabah.[footnoteRef:8] [8:  Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang.”] 

Berikut skema pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah.                                       [image: ]                        
[bookmark: _Toc172382114]Gambar 2.  1 Skema pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah
Keterangan pada gambar diatas : 
1. Nasabah melakukan identifikasi rumah 
2. Negoisasi dan kesepakatan pembiayaan antara nasabah dan bank syariah
3. Membeli rumah (masing-masing pihak berkontribusi sesuai modal yang disepakati) 
4. Mendapat kepemilikan aset 
5. Nasabah membayar angsuran berupa cicilan dan biaya sewa kepada bank syariah (bertahap) 
6. Bank syariah menyerahkan hak kepemilikan rumah kepada nasabah (bertahap).
Musyarakah mutanaqishah muncul sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang merupakan paket lengkap yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank syariah, khususnya Bank Muamalat. Dengan implementasi yang sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008, akad MMQ ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan rumah.[footnoteRef:9] [9:  Rohmi.] 

Dalam ketentuan syariah, syarat-syarat sahnya akad musyarakah mutanaqishah merupakan gabungan dari akad musyarakah dan akad ijarah. Hal ini dikarenakan akad musyarakah mutanaqishah merupakan penerapan dari gabungan akad tersebut. Adapun syarat-syarat akad musyarakah mutanaqishah meliputi:
a. Para pelaku dalam musyarakah mutanaqishah harus cakap hukum dan baligh.
b. Modal musyarakah mutanaqishahharus diberikan secara tunai.
c. Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus.
d. penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara mitra.[footnoteRef:10] [10:  Sri Nur Hayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah, 147-148] 

e. Masing-masing pihak harus rela, artinya tidak ada unsur paksaan.
f. Objek musyarakah mutanaqishah harus jelas.[footnoteRef:11] [11:  Novita Fauziah, “Fakultas : Syari’ah Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy),” n.d.] 

g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan dibolehkan oleh agama.
h. Biaya sewa objek musyarakah mutanaqishah dibagi sesuai persentase porsi kepemilikan.
Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah mutanaqishah adalah prinsip kerjasama dalam hal kepemilikan sebuah barang. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah mutanaqishah atau rukun musyarakah mutanaqishah ada lima, yaitu:
1) Pelaku akad
2) Objek musyarakah mutanaqishah
3) Ijab qabul atau serah terima
4) Nisbah keuntungan
5) Ujrah atau biaya sewa
Adapun pengaplikasian pada pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada Bank Muamalat Indonesia yaitu akad yang berpindah porsi kepemilikan, yang semula mayoritas dimiliki oleh pihak bank kemudian akan terus berkurang dan diakhir menjadi porsi kepemilikan kepada nasabah sepenuhnya. Dalam aplikasinya, akad MMQ digunakan untuk KPR properti jadi, properti baru (non Indent) dan take over. Pada proses pengajuannya tidak ada perbedaan antara MMQ dengan akad Murabahah. Tetapi dalam akad MMQ pembelian rumah tidak melalui nasabah melainkan pihak bank langsung bertransaksi kepada pemilik properti. Harga yang diberikan kepada nasabah juga tidak ditambahkan dengan margin, tetapi harga asli dari pemilik properti. Akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) masih menjadi akad yang belum di maksimalkan oleh pihak BMI itu sendiri. karena akad ini tergolong akad yang rumit dibandingkan dengan akad Murabahah pada pembiayaan KPR iB Muamalat. Nasabah yang datang ingin melakukan pembiayaan properti belum banyak mengetahui akad tersebut. Sehingga penggunaan akad tersebut menjadi sangat minim.[footnoteRef:12] [12:  Rahmat, “Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah).”] 








Berikut skema pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada Bank Muamalat Indonesia:
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[bookmark: _Toc172382115]Gambar 2.  2 Skema pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah
Keterangan :  
1. Nasabah mengidentifikasi properti yang ingin dibeli dengan akad MMQ dan melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad MMQ kepada bank.
2. Nasabah dan bank melakukan akad MMQ dan bersama-sama menyertakan porsi syirkah masing-masing untuk membeli properti tersebut.
3. Properti yang dibeli, disewakan kepada nasabah atau pihak ke tiga.
4. Pendapatan sewa dari properti tersebut dibagi antara bank dan nasabah selaku pemilik sesaui dengan nisbah yang telah disepakati di awal.
5. Nasabah membeli porsi syirkah bank dari pendapatan sewa yang diperoleh.[footnoteRef:13] [13:  Rahmat.] 

Penerapan akad musyarakah mutanaqishah memiliki beberapa keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah: (1) Bank Syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi obyek perjanjian. Karena merupakan aset bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. (2) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. (3) Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. (4) Dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional. (5) Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.
Adapun kelemahan yang muncul dalam akad musyarakah mutanaqishah ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah: (1) Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. (2) Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi obyek akad. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun berikutnya.[footnoteRef:14] [14:  Nadratuzzaman Hosen, “MUSYARAKAH MUTANAQISHAH,” no. 2 (2009).] 

C. [bookmark: _Toc175600525]Keputusan Nasabah
Keputusan nasabah adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Keputusan nasabah dapat diartikan sebagai pilihan suatu tindakan dari dua atau lebih alternatif yang ada. Keputusan ini melibatkan proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.
Menurut James A.F. Stoner, keputusan adalah pemilihan diantara berbagai alternative. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) ada beberapa alternative yang harus dipilih salah satu yang terbaik; dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan ini semakin mendekatkan pada tujuan tersebut. Sedangkan Menurut Davis keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan pun dapat merupakan tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan yang baik pada dasarnya dapat digunakan untuk membuat rencana dengan baik pula.[footnoteRef:15] [15:  Ibnu Syamsi, “Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi,” 2021.] 

Nasabah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
Kotler menyatakan tahapan-tahapan yang dilakukan nasabah (konsumen) dalam perilaku keputusan pembelian meliputi:
a. Mengenali Permasalahan (Problem Recognition) Masalah timbul dari dalam diri konsumen yang berupa kebutuhan, yang digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Berdasarkan pengalaman yang lebih lalu, seseorang belajar bagaimana mengatasi dorongan ini ke arah satu jenis objek yang dapat menjenuhkannya. Semua rangsangan yang ada pada diri konsumen menyebabkan dia mengenal suatu masalah. Sehingga perusahaan perlu mengetahui jawaban dari pertanyaan apakah masalah yang dirasakan.
b. Mencari Informasi (Information Search) Setelah timbul suatu masalah berupa kebutuhan yang digerakkan oleh rangsangan dari luar, dan didorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen akan mencari informasi tentang objek yang bisa memuaskan keinginannya. Kemudian mengadakan penilain terhadap informasi yang diperolehnya.
c. Mengevaluasi Pilihan (Evaluation of Alternative) Dari informasi yang diperoleh konsumen, digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapi serta daya tarik masingmasing alternative.
d. Keputsan Membeli (Decision Making). Tahap evaluasi berakibat bahwa konsumen membentuk prefernsi diantara alternatif-alternatif produk barang dan jasa.
e. Perilaku Pasca Beli (Post Purchase Behavior) Setelah melakukan pembelian konsumen akan merasakan kepuasan atau mungkin ketidakpuasan. Ini menarik bagi produsen untuk memerhatikan tindakan konsumen setelah melakukan pembelian. Konsumen dalam memenuhi keinginannya, mempunyai pengharapan agar bisa terpuaskan. Pengharapan konsumen itu timbul dari pesanpesan yang diterima dari para penjual, teman dan sumber lain bahkan dari perusahaan sendiri.
Kotler mengemukakan bahwa dalam pengambilan keputusan membeli, konsumen melewati lima tahap, yaitu:[footnoteRef:16] [16:  Immanuel Candra Irawan, “Analisis E-Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Secara Online,” Journal of Business and Banking 9, no. 2 (2020): 247–60.] 

1. Pengenalan masalah Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. 
2. Pencarian informasi Konsumen mungkin tidak berusaha secara aktif dalam mencari informasi sehubungan dengan kebutuhannya. Seberapa jauh orang tersebut mencari informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, banyaknya informasi yan dimiliki, kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Biasanya jumlah kegiatan mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak dari keputusan situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang maksimal.
3. Evaluasi Alternatif Informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif- alternatif yang dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk promosi dan keputusan untuk membeli.
4. Keputusan Pembelian Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri dalam menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi alternatif-alternatif yang harus dipilih dan dievaluasi untuk menentukan produk mana yang akan dibeli.
5. Perilaku Pasca Pembalian Apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, maka pembelian akan merubah sikapnya terhadap merek barang tersebut menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan menolak dari daftar pilihan. Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dibelinya maka keinginan untuk membeli terhadap merek barang tersebut cenderung untuk menjadi lebih kuat. Produsen harus mengurangi perasaan tidak senang atau perasaan negatif terhadap suatu produk dengan cara membantu konsumen menenmukan informasi yang membenarkan pilihan konsumen melalui komunikasi yang diarahkan pada orang-orang yang baru saja membeli produknya.
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